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Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk 
menghitung seberapa besar efisiensi pemeloharaan jalan di kota Pare-Pare. 
Penelitian ini bersifat menerangkan hal yang menyangkut pengujian hipotesisi 
variable-variabel penelitian dan dalam deskriptifnya juga mengandung uraian-
uraian. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian merupakan alat 
pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas 
secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap variable terikat 
dengan nilai R2 sebesar 95%, artinya harga tiket, tujuan keberangkatan, 
pendapatan dan kualitas pelayanan dapat menjelaskan variasi permintaan jasa 
transportasi laut di Kota Raha sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% yang 
dijelaskan oleh variable-variabel lain diluar model estimasi. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi 
 
 
The objectives to be achieved in connection with this study was to calculate how 
much efficiency pemeloharaan street in the town of Pare-Pare.This research 
explicative a thing pertaining testing hipotesisi variable-variabel research and in 
deskriptifnya also contain uraian-uraian.While tool used in research is a collecting 
data. The result showed that the variables free jointly able to provide explanation 
on variable bound to R2 value amounting to 95 %, it means the price of a ticket 
the purpose of departure, income and quality service can explain variation 
demand sea transportation services in the city of raha amounting to 95 %, the 
remaining 5 % described by variable-variabel other outside a model estimation. 
 
Keywords: the price of a ticket the purpose of departure, income, and the quality 
of service 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang  
Jalan merupakan infrastrukur yang dibangun oleh pemerintah untuk 
memperlancar pengembangan daerah. Jalan adalah aset yang harus dikelola dan 
difungsikan secara optimal. Pada kenyataannya, jalan akan mengalami penurunan 
kondisi yang disebabkan karena kerusakan pada jalan. Maka untuk memperlambat 
laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang 
layak, perlu dilakukan pemeliharaan dengan baik agar jalan tersebut dapat 
berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang direncanakan.  
Pembangunan prasarana jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, yang titik beratnya untuk 
meningkatkan layanan arus distribusi barang, jasa dan juga bagi pengguna jalan. 
Pembangunan prasarana jalan yang telah diupayakan selama ini meliputi 
peningkatan dan penggantian jembatan, rehabilitasi jalan dan jembatan serta 
pembangunan jalan-jalan baru yang diprioritaskan untuk kelancaran transportasi 
darat, serta membuka daerah-daerah terisolir.Pembangunan prasarana jalan yang 
mempunyai peranan dalam mendukung kelancaran arus pengguna jalan. Sistem 
jaringan jalan yang efisien dapat menurunkan biaya transportasi, mobilitas, 
aksessibilitas, dan pelayanan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa : Pembangunan dan peningkatan jalan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan harus dapat memenuhi persyaratan yang ada 
2 
 
 
yaitu tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan bermanfaat untuk kepentingan 
masyarakat, karena organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarana 
inefisiensi, pemborosan, serta institusi yang selalu merugi. 
Untuk itu dalam pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan cara 
meminimumkan jumlah biaya konstruksi, serta dalam penggunaan sumber daya 
dan dana harus efisien. Oleh karena itu, sebagai pelaksana pembangunan yaitu 
organisasi sektor publik dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dalam 
melaksanakan pembangunan jalan hendaknya melakukan suatu pengukuran. Salah 
satu cara evaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pengukuran 
efisiensi. 
Dalam pengukuran nilai efisiensi menurut Soewarno Handayaningrat 
(2007:15) adalah: “Membandingkan antara output (sumber-sumber yang 
dipergunakan) dan input (masukan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 
dengan penggunaan sumber yang terbatas”. 
Menurut pendapat dari Mardiasmo (2002:25): “Efisiensi yaitu berdaya guna 
dalam penggunan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan 
dan hasilnya yang dimaksimalkan. 
Otonomi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
tersebut harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih 
efisien, efektifdan mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan 
pemerataan dan keadilan. Otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap 
potensi daerah dan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemajuan pembangunan 
suatu daerah. Oleh karena itu, manajemen pemerintah harus mencerminkan 
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penguasaan yang baik (good governance) yang memperhatikan akuntabilitas 
sektor publik dalam pembangunan suatu daerah. 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 
dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi upaya pengembangan yang 
demokratis dan kinerja daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan 
dan tanggung jawab untuk megakomodasi kepentingan masyarakat secara luas. 
Terwujudnyatransportasi yang efektif dan efisien dapat menunjang sekaligus 
menggerakkan dinamika pembangunan. 
Jadi pada intinya good governance seperti yang banyak diharapkan 
masyarakat Indonesia akan segera dapat terwujud apabila pemerintah dalam 
menjalankan roda pemerintahannya berpegang pada Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memiliki tiga 
prinsip dasar yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. 
Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa pengukuran nilai efisiensi 
ini sangatlah dibutuhkan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. 
Perubahan paradigma pemerintah kearah pelayanan yang lebih efisien bukanlah 
hal yang dapat ditawar lagi. Berbagai tuntutan agar pemerintah dapat memberikan 
pelayanan secara cepat dan efektif sudah menjadi tuntutan umum dimasyarakat 
beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu, setiap instansi dalam pemerintahan 
sudah sepatutnya berusaha untuk memperbaiki kinerja yang lebih lengkap untuk 
mengetahui pencapaian visi dan misi dari instansi yang bersangkutan. 
 Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare merupakan salah satu instansi yang 
berada dibawah koordinasi Pemerintah Kota Pare-Pare. Instansi Pemerintahan inti 
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merupakan instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam hal 
penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 
Pemerintah, misalnya pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, pengairan, 
serta sarana dan prasarana lingkungan. Berdasarkan wilayah kerjanya, Dinas 
Pekerjaan Umum merupakan salah satu Dinas yang memiliki peranan penting 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas umum yang disediakan 
oleh Dinas Pekerjaan Umum merupakan faktor pendukung dalam 
penyelenggaraan perekonomian warga, apalagi dengan wilayah kerja yang berada 
di perkotaan dengan jumlah penduduk yang lumayan padat, tentu saja kebutuhan 
akan fasilitas umum pun semakin besar. 
Jaringan jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan 
dengan terjadinya kerusakan pada jalan. Maka diperlukan penanganan untuk 
menjaga kondisi jalan agar sesuai dengan umur rencananya. Program 
pemeliharaan jalan harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan 
banyaknya kendala dan permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, usulan dari 
masyarakat yang terus masuk pada Dinas Pekerjaan Umum, maka diperlukan 
perencanaan program pemeliharaan jaringan jalan secara bertahap dengan 
menentukan urutan prioritas pemeliharaan. 
Pengeluaran APBD memiliki keterbatasan dalam pembiayaan, tergantung 
dari besaran DAU karena pendapatan Asli Daerah umumnya relatif kecil dan 
belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan. Dari sisi pengeluaran 
pemerintah yang bersifat Induced dan pada sisi lain terdapat kendala kemampuan 
finansil, maka masalah efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah menjadi 
sangat penting. 
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Efisiensi yang dimaksud yaitu tingkat (ratio) penggunaan anggaran atau daya 
aborsi kemampuan menyerap dana yan g tersedia untuk mencapai target-target 
pembangunan yang telah ditetapkan. 
Sedangkan efektivitas yang dimaksud berkaitan dengan apakah pengeluaran 
pemerintah yang direalisasi melalui berbagai proyek atau program pembangunan 
dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan hal tersebut maka, penelitian ini mencoba melihat dan 
menganalisa “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemeliharaan Jalan Pada 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Pare-Pare periode 2008-2012”. 
 
1.2   Rumusan Masalah Pokok Penelitian 
Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi 
masalah pokok penelitian ini adalah : 
1. Berapa besar anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan ? 
2. Apakah anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan sudah efisien 
berdasarkan pengukuran nilai efisiensi ? 
3. Berapa besar hasil yang dicapai dalam pembangunan jalan dengan 
menggunakan pendekatan nilai hasil ? 
 
1.3   Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah 
untuk menghitung seberapa besar efisiensi pemeloharaan jalan di kota Pare-Pare. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Dengan harapan tujuan penelitian tercapai, maka selanjutnya penelitian ini 
diharapkan menjadi bahan kajian Ilmiah dibidang khususnya pada Dinas 
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Pekerjaan Umum Kota Pare-Pare pada bidang pengkajian tentang pengukuran 
nilai efisiensi dalam kaitannnya dengan perhitungan pembangunan jalan yang 
akan datang. 
Manfaat terakhir adalah kiranya kajian ini dapat menjadi tambahan referensi 
untuk melengkapi referensi yang sudah ada agar nantinya dapat memberikan 
masukan bagi pengambil kebijakan untuk pertimbangan keputusan maupun para 
penulis/peneliti yang akan menambah perbendaharaan lebih lanjut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  TINJAUAN TEORITIS 
2.1.1  Konsep Pembangunan 
Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan 
aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan 
ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat 
dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara 
maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan 
secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial 
lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga 
setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan 
memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi 
masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial 
(social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan.  
Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian (natural capital) 
juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang 
terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam 
perilaku lobi yang bernuansa kekurangan yang dipenuhi kepentingan tertentu dari 
keuntungan semata. Demikianlah, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat secara adil dan merata. Implikasinya kajian aspek spasial 
menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas 
(Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). 
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Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang 
bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja 
diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan 
daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu 
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan 
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 
Siagian (1994), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu 
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan 
menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih 
sederhana, yaitu sebagai “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui 
upaya yang dilakukan secara terencana”. 
Sedangkan menurut Portes (1976) mendefenisikan Pembangunan sebagai 
proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek 
kehidupan masyarakat. 
2.1.2 Konsep Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana      
Pembangunan Jalan 
Proyek pembangunan jalan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan dan 
kejadian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dan membuahkan 
hasil dalam suatu jangka tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang 
tersedia.Dalam pengertian lain, proyek pembangunan jalan adalah suatu kegiatan 
yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan sumber daya tertentu pula, seperti 
yang dikemukakan oleh Seutji Lestari (1990) bahwa sistem manajemen proyek 
13 
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adalah bagaimana menghimpun dan mengelola masukan (input) yang 
bersumberdaya (tenaga, manusia, dana, waktu, teknologi, bahan, peralatan dan 
manajemen) untuk menghasilkan keluaran/hasil proyek (output) yang telah 
ditentukan untuk mencapai suatu tujuan proyek yang mendukung suatu program 
dalam suatu jangka waktu batas tertentu/terbatas. 
Infrastruktur jalan memang sangat penting untuk mendistribusikan barang 
dan jasa. Akses yang mudah dan lancar akan meningkatkan efisiensi 
perekonomian. Selain itu, jaringan jalan juga dapat meningkatkan konektivitas 
(hubungan) antar daerah. Namun dalam pembangunan jalan dibutuhkan dana yang 
besar. Bahkan, untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan saja dibutuhkan dana 
setidaknya Rp 10 triliun per tahun. Oleh karena itu, anggaran pembangunan jalan 
sebaiknya terus ditingkatkan. 
Dalam pembangunan jalan ada empat tahapan sistematis yang harus 
dilakukan,yaitu Planning, Organizing, Actuating dan controlling. Dalam 
melakukan Planning (Perencanaan) perlu di perhatikan beberapa faktor antara 
lain, waktu pelaksanaan, waktu pemesanan, waktu pemasukan material, alat, 
jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, metode/teknik pelaksanaan dan sebagainya. 
Kemudian melaksanakan jenisjenis pekerjaan proyek sesuai dengan rencana yang 
telah di tetapkan dengan selalu mengadakan Organizing (Pengarahan). Setelah itu 
dilaksanakan pula evaluasi atau koreksi-koreksi terhadap hasil pelaksanaan yang 
ada (Actuating). Terakhir adalah Controlling yaitu memonitoring, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut sehingga berjalan 
sesuai dengan schedule yang ada dan optimal. Dengan Konsep ini peran manajer 
proyek konstruksi pembangunan jalan memiliki peranan besar dalam menentukan 
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keberhasilan proyek dari segi waktu, biaya, mutu, keamanan dan kenyamanan 
yang optimal sehingga dari sisi ini dapat berkembang perusahaan yang bergerak di 
bidang manajemen konstruksi yang akan mengelola proyek-proyek yang diingini 
oleh owner secara profesional. 
 
2.1.3 Konsep Pemeliharaan Pembangunan Jalan 
Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan lahan dan 
ruangan lalu lintas demi kelancaran transportasi dan juga membuka daerah yang 
terisolir. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, seperti tumbuh-tumbuhan 
dan juga ini mungkin melibatkan penebasan hutan. Dalam pembangunannya jenis 
mesin dan alat berat untuk pembangunan jalan akan digunakan untuk proses ini. 
Pemeliharaan pembangunan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi 
jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan 
tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur 
rencana yang telah ditentukan. 
Pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus/rutin dan 
berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan 
sistem perkerasan lentur (flexible pavement). Pemeliharaan jalan tidak hanya pada 
perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap 
jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. 
2.1.4 Anggaran Pembangunan Jalan 
Dalam pembahasan kali ini, penulis akan membahas mengenai anggaran 
pembangunan jalan. Namun terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari 
anggaran. Untuk memehami pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran, 
disini penulis mengemukakan defenisi anggaran dari para ahli. Adapun pengrtian 
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anggaran menurut Ibnu Syamsi S.U (1994:90), menyatakan “Anggaran adalah 
hasil dari perencanaan yang berupadaftar mengenai bermacam-macam kegiatan 
terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannyayang 
dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”. 
Sedangkan menurut Baldric Siregar dan Boni siregar (1999:38), 
mengmukakan bahwa “Anggaran adalahjumlah rupiah yang direncanakan 
untukaktivitas yang dilakukan pada periode waktu tertentu”. 
Dalam melakukan suatu kegiatan pembangunan jalan diperlukan adanya 
perencanaan anggaran, guna untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang 
dikeluarkan dalam pembangunan jalan tersebut atau dengan kata lain Rencana 
Anggaran Biaya (RAB). Untuk itu, dalam penyusunan anggaran dibutuhkan suatu 
prinsip dan norma agar dalam penyusunannya dapat terlaksana dengan baik. 
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan prinsip dan norma anggaran menurut (World 
Bank:1998) yaitu : Transparan dan Akuntabel, hal ini sesuai dengan kerangka 
otonomi daerah dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) 
dan bertanggung jawab, dimana diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan 
dan pengelolaan anggaran daerah. 
Tentang Disiplin Anggaran. Anggaran yang disusun harus berdasarkan 
kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan keseimbangan antar 
pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat. 
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, artinya alokasi dana yang tersedia harus 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat 
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guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat. 
Keadilan Anggaran, yaitu penggunaan anggaran secara adil untuk 
kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah adil 
secara gender. 
Berikutnya akan dijelaskan kegunaan anggaran secara umum menurut 
Kusnadi (1999:40,41) : Memberi arah atas kegiatan/aktivitas yang akan 
dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah terhadap 
tujuan yang telah dikehendaki. 
Anggaran akan dapat membatasi kegiatan/aktivitas hanya padagang penting 
dan perlu. Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi. Dengan adanya 
anggaran, maka setiap penyimpangan yang ada akan mudah diukur sehingga 
berbagai tindakan perbaikan dapat diambil. Penggunaan metode, alat dan tenaga 
kerja akan semakin efektif dan efisien sehingga kinerja organisasi akan semakin 
baik dan terarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. 
Adapun klasifikasi anggaran menurut Revrisond Baswir (1998:45) untuk 
memudahkan proses perumusan sasaran program-program yang hendak 
dilakukan. 
1. Untuk memudahkan pelaksanaan anggaran. 
2. Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran. 
3. Untuk memudahkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran yang 
telah digariskan. 
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2.1.5 Efisiensi, Efektivitas dan Pengukuran Nilai Hasil 
2.1.5.1     Konsep Efisiensi 
Sektor publik di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat 
daerah yang sering dinilai sebagai lembaga yang inefisien, selalu boros dalam 
menggunakan dana sumber kebocoran anggaran yang tinggi dan institusi yang 
selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya, seperti halnya dengan masalah 
pembangunan. 
Salah satu cara evaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 
melakukan pengukuran suatu pembangunan, mulai tahap perencanaan anggaran 
sampai pada tahap pelaksanaan anggaran yaitu dengan melakukan pengukuran 
nilai efisiensi. Efisiensi ini merupakan salah satu elemen dari konsep value for 
money.  
Menurut pendapat dari Mardiasmo (2002:25) mengemukakan pengertian 
efisiensi sebagai berikut: “Efisiensi merupakan berdaya guna dalam penggunan 
sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya yang 
dimaksimalkan. 
Menurut pendapat SP. Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. 
Emerson mengemukakan defenisi efisiensi yaitu : “Efisiensi adalah perbandingan 
yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan 
sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang 
dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”. 
Sedangkan menurut pendapat dari Mulyamah (1987:3) mengemukakan 
pengertian efisiensi yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam 
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membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang 
direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”. 
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas dalam arti berdaya guna 
dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan 
dan hasilnya yang dimaksimalkan (maximizing benefit and minimizing cost). 
Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yang digunakan 
dengan dikaitkan pada target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional 
dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan 
penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 
Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran nilai efisiensi adalah 
memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan dalam 
uraian berikut ini. 
Menurut Soewarno Handayaningrat (2007:15) mendefinisikan pengukuran 
nilai efisiensi yaitu: “Membandingkan antara output (sumber-sumber yang 
dipergunakan) dan input (masukan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 
dengan penggunaan sumber yang terbatas”. 
Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara output (keluaran) 
seperti dana yang dikeluarkan, serta jumlah panjang jalan yang dibangun dan 
input (masukan) seperti dana, waktu tenaga, manusia, bahan dan peralatan. 
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja 
dengan standar belanjanya. Penetapan belanja tersebut sebelumnya juga sudah 
harus mempertimbangkan aspek ekonomi, serta standar pelayanan publik 
minimum yang harus dipenuhi. 
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Dalam organisasi sektor publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar 
belanjanya sebagai bentuk standar biaya. Dalam pengukuran efisiensi dapat dibagi 
dua, yaitu: 
1. Efisiensi Alokasi 
Terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada 
tingkat kapasitas optimal. 
2. Efisiensi Teknis atau Manajerial 
Terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada output 
tertentu. 
 
2.1.5.2     Konsep Efektivitas 
Efektivitas merupakan ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang 
tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian 
organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.  
Efektivitas  pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau 
pencapaian tujuan.  Efektivitas  merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, 
yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian  
target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.  
Setidaknya ada empat hal yang dicerminkan oleh efektivitas yaitu : 
Efektivitas menggambarkan proses mengerjakan hal-hal yang benar, dimana 
sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya; 
Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan 
lawan yang lain sebagai yang terbaik; Membawa hasil, dimana apa yang telah 
dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat dan Menangani tantangan 
masa depan. 
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Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektivitas  
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target  (kuantitas, kualitas 
dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, 
makin tinggi efektivitasnya”.  
Sedangkan efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah 
seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang 
diharapkan dari sejumlah input. 
Adapun Martoyo (1998:4) memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas 
dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih 
tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang 
dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil 
yang memuaskan”.   
Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dipahami bahwa 
efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target 
sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan 
dari program yang dilaksaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan 
segi kualitas yang diinginkan oleh program.  
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas 
merupakan pencaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat 
beberapa pilihan lainnya.  Efektivitas  juga bisa diartikan sebagai pengukuran 
keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.  
2.1.5.3     Konsep dan Pengukuran Nilai Hasil 
Sektor publik di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat 
daerah yang sering dinilai sebagai lembaga yang inefisien, selalu boros dalam 
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menggunakan dana sumber kebocoran anggaran yang tinggi dan institusi yang 
selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya, seperti halnya dengan masalah 
pembangunan. 
Salah satu cara evaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 
melakukan pengukuran suatu pembangunan, mulai tahap perencanaan anggaran 
sampai pada tahap pelaksanaan anggaran yaitu dengan melakukan pengukuran 
nilai efisiensi. Efisiensi ini merupakan salah satu elemen dari konsep value for 
money.  
Menurut pendapat dari Mardiasmo (2002:25) mengemukakan pengertian 
efisiensi sebagai berikut: “Efisiensi merupakan berdaya guna dalam penggunan 
sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya yang 
dimaksimalkan. 
Menurut pendapat SP. Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. 
Emerson mengemukakan defenisi efisiensi yaitu : “Efisiensi adalah perbandingan 
yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan 
sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang 
dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”. 
Sedangkan menurut pendapat dari Mulyamah (1987:3) mengemukakan 
pengertian efisiensi yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam 
membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang 
direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”. 
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas dalam arti berdaya 
guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya 
diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan (maximizing benefit and 
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minimizing cost). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yang 
digunakan dengan dikaitkan pada target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan 
operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai 
dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 
2.2  EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN 
PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN JALAN   
 
Inti dari pembangunan merupakan keseluruhan aktivitas yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  guna mencapai tujuan ke arah perubahan 
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Seluruh aktivitas tersebut didukung 
oleh kebijakan pembangunan dan ketersediaan dana dalam APBD yang digunakan  
seoptimal mungkin  dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan tingkat 
layanan yang diberikan kepada masyarakat.  
Frank Goodnow dalam Subarsono 2005 mengemukakan pendapat bahwa 
kemampuan birokrasi untuk mengimplementasikan berbagai rumusan 
development policy yang nyata dalam budget policy berhubungan dengan nilai 
keadilan, dimana kebijakan tersebut menuntun birikrat untuk melakukan apa yan g 
harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga birokrat 
mestinyamencari cara yang lain efisien untuk mengimplementasikan berbagai 
kebijakan tersebut. 
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik 
dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan 
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran 
dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.  
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Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur 
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program  
dan kegiatan dimaksud  ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target 
kinerjanya. 
George C. Edwards III dalam Subarsono 2005 ,mengemukakan bahwa 
kemampuan birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan 
dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi itu 
sendiri. Wujud dari keempat variabel tersebut berbentuk output dan outcome yang 
diharapkan akan memberikan dampak pada efektivitas pencapaian tujuan/sasaran 
dari program yang telah ditetapkan. 
Sedangkan efisiensi pengeluaran pemerintah menurut Guritno (1993), 
peranan pemerintah adalah untuk mengalokasi anggaran dan sekaligus menjamin 
tercapainya penggunaan anggaran (sumberdaya) secara efisien. Dimana efisiensi 
tersebut berupa allocative efficiency dan suplay side efficiency. Allocative 
efficiency berhubungan dengan kendala anggaran (budget constrain) karena 
efisiensi diukur dari apakah pengeluaran pemerintah telah dilakukan sesuai 
dengan kendala anggaran yang tersedia. Sedangkan suplay side efficiency, 
mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dari sisi apakah barang dan jasa yang 
disediakan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan menggunakan biaya 
minimum atau sebaliknya. 
Pembangunan jalan raya sangat erat kaitannya dengan efisiensi, karena dalam 
pembangunan jalan raya dalam hal penggunaan sumber daya dan dana yang 
digunakan haruslah efisien. Selain itu, pembangunan dan peningkatan jalan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan harus dapat memenuhi persyaratan yang ada yaitu 
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tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan bermanfaat untuk kepentingan 
masyarakat.  
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran 
pemeliharaan dan pembangunan jalan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran 
dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja 
kegiatan dimaksud. 
Perencanaan Pemeliharaan Pembangunan Jalan yang merupakan bagian dari 
perencanaan pembangunan Provinsi Pare-Pare terdiri atas formulasi kebijakan 
anggaran  (budget policy formulation)  dan perencanaan operasional anggaran  
(budget operation  planning). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah (APBD) termasuk kategori formulasi 
kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.  
Dengan demikian, sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini, sering 
dihadapkan pada aturan yang sangat potensial dan terkadang mengusik kinerja 
keuangan daerah. Kondisi ini tidak bisa kita hindari karena aturan-aturan yang 
dibuat tersebut, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan keuangan yang pada gilirannya akan dapat mengurangi kebocoran 
anggaran dan dapat dihindari pembiayaan yang tidak tepat sasaran. 
2.3 TINJAUAN EMPIRIS 
Agung Ari Wicaksono (2007) dalam Penelitian yang berjudul “Pengukuran 
Kinerja Proyek Pembangunan Jalan Dan Jembatan Gandong II Pada Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan (2005-2006)”. Alat yang digunakan untuk 
menganalisa data yang ada pada penelitian ini adalah value for money yang terdiri 
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dari pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan, dapat disimpulkan dari analisis ekonomi bahwa kinerja proyek 
pembangunan jalan dan jembatan Gandong II sudah ekonomis.  
Untuk analisis efisiensi, diperoleh hasil bahwa proyek pembangunan jalan 
dan jembatan Gandong II sudah efisien dimana realisasi pengeluaran yang 
digunakan tidak melebihi dari anggaran. Sedangkan untuk analisis efektifitas, 
bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan Gandong II sudah efektif hal ini 
dapat dilihat dari tercapainya sasaran-sasaran dari proyek tersebut. Dari hasil 
analisis value for money, dapat disimpulkan bahwa kinerja proyek pembangunan 
jalan dan jembatan gandong II pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Magetan 
sudah baik karena telah memenuhi semua aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan 
efektivitas. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan pada Dinas 
Pekejaan Umum. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum menetapkan standar 
pengukuran anggaran yang dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik 
organisasi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Magetan. 
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2.4 KERANGKA PIKIR 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir seperti pada bagan 
dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 
Kerangka Pikir 
 
Dalam pembangunan jalan diperlukan adanya perencanaan anggaran guna 
mengetahui berapa besar anggaran yang dikeluarkan dan dengan adanya evaluasi 
yang bertujuan untuk memaparkan pengukuran nilai evisiensi pembangunan jalan 
untuk menghitung berapa besar dana yang digunakan dan adanya pengukuran 
nilai hasil untuk menghitung besarnya biaya anggaran sesuai dengan pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Anggaran 
Evaluasi 
Nilai Efisien Nilai Hasil 
Efisiensi 
Kelancaran 
Transportasi 
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yang telah dilaksanakan untuk menghasilkan nilai yang efisien demi kelancaran 
transportasi darat bagi kota Pare-pare. 
 
2.7 HIPOTESIS 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis 
mengajukan hipotesis sebagai berikut:  
1. Diduga bahwa anggaran sangat berpengaruh dalam pembangunan jalan. 
2. Diduga bahwa pengukuran nilai efisiensi sangat diperlukan dalam 
pembangunan jalan. 
3. Diduga bahwa pembiayaan pembangunan jalan sangat mempengaruhi nilai 
hasil dari pembanguna jalan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Bab ini bertujuan untuk menguraikan tentang semua hal yang berkaitan dengan 
operasional (cara) dan peralatan análisis yang digunakan serta konsep dan gambaran 
awal tentang pelaksanaan penelitian. Untuk itu, Bab ini membahas tentang teknik 
pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional. 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Berdasarkan hasil observasi, maka penulis memilih tempat penelitian pada 
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yang bergerak dibidang pelayanan 
publik. 
 
3.2 Desain Penelitian 
Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berdasarkan penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang dilaksanakan untuk 
memperoleh data yang bersumber dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Parepare melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang 
diperoleh selanjutnya dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 
oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, serta membuktikan hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif 
Kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pengukuran nilai efisiensi 
pembangunan jalan yaitu untuk menghitung berapa besar dana yang digunakan 
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dengan dana yang dianggarkan, serta pengukuran nilai hasil (Earned Value) yaitu 
menghitung besarnya biaya anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan awal 
terhadap objek penelitian. 
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara 
langsung dengan responden yang dianggap berkompeten untuk memberikan 
data dan informasi. 
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data yang 
sifatnya dokumen atau berupa catatan tertulis. 
 
3.4 Jenis Data dan Sumber Data  
Untuk membuktikan perumusan hipotesis, maka penulis menggunakan 
bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. 
A. Jenis Data  
 Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka dari Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. 
 Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan 
beberapa sumber yang berbentuk informasi, baik lisan maupun tulisan. 
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B. Sumber Data 
 Person, yaitu data yang diperoleh dari Instansi melalui wawancara 
langsung dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, 
khususnya dibidang Bina Marga. 
 Paper, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen dan catatan-
catatan yang dimiliki Instansi yang berhubungan dengan pembangunan 
jalan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian dalam hal 
ini Dinas Pekerjaan umum Kota Parepare dibidang Bina Marga. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, 
digunakan Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Dalam penelitian ini ada dua 
pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran nilai efisiensi dan pengukuran nilai 
hasil (earned value). Berikut penjelasan mengenai pengukuran nilai efisiensi dan 
pengukuran nilai hasil (earned value) : 
A. Pengukuran Nilai Efisiensi 
       Nilai Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara output dan 
input. 
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dimana : 
 0 – 30 %          Kategori sangat efisien 
 31 – 60 %        Kategori efisien 
 61 – 100 %      Kategori kurang efisien 
 > 100%            Kategori tidak efisien 
 
B. Pengukuran Nilai Efektivitas / Nilai Hasil (Earned Value) 
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 
target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka 
untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut : 
 
                      
             
             
          
dimana : 
 Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau 
sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas. 
 Jika output aktual berbanding output  yang ditargetkan kurang 
daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai. 
 
C. Pengukuran Nilai Hasil (Earned Value) 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value) adalah konsep menghitung besarnya biaya 
menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan 
perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah 
dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan.  Nilai Hasil 
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ini dapat diukur dengan mengalikan jumlah anggaran yang digunakan (jumlah 
seluruh anggaran yang terealisasi) dengan Penyelesaiannya (hasil yang telah 
dicapai secara fisik dari kegiatan pembangunan jalan). 
 
                                                
 
Keterangan : 
 % Penyelesaian jalan yang dimaksud adalah persentase fisik penyelesaian 
jalan yang dicapai pada saat pelaporan. 
 Anggaran yang dimaksud adalah jumlah seluruh biaya yang terealisasi dari 
biaya proyek. 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel 
1 Efisiensi ialah berdaya guna dalam penggunan sumber daya, dimana 
penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan. 
2 Pengukuran Efisiensi ialah Perbandingan yang terbaik antara input (masukan) 
dan output (sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil 
optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. 
3 Pembangunan Jalan merupakan proses pembukaan lahan dan ruangan lalu 
lintas untuk kelancaran transportasi bagi pengguna jalan, serta membuka 
daerah yang terisolir. 
  
 29 
BAB IV 
GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 GAMBARAN UMUM JALAN KOTA PARE-PARE 
Kota Pare-Pare merupakan kota kedua terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan, 
dan dikategorikan sebagai Kota Sedang. Kota ini adalah pusat pengembangan 
KAPET Parepare yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten 
Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang sehingga 
potensial sebagai pusat perdagangan di kawasan ini. 
Untuk menunjang kegiatan ekonomi sebagai wilayah KAPET maka sarana 
jalan menjadi satu faktor penunjang, maka pembangunan jalan serta pemeliharaan 
jalan menjadi penting bagi kota Pare-Pare. Secara umum kondisi prasarana jalan 
masih dalam kategori baik dan sedang, walaupun ada beberapa ruas kondisinya 
jelek, namun masih mampu berperan melayani lalu lintas keluar masuk kota 
maupun sirkulasinya di dalam wilayah kota.  
Prioritas pengembangan penyediaan sarana jalan yang diterapkan pada Kota 
Parepare diarahkan terhadap pembangunan jalan Kolektor primer, Kolektor 
Sekunder, Lokal Primer, Lokal Sekunder dan Arteri Sekunder termasuk 
peningkatan pelebaran jalan.  
Adapun data jalan yang ada di Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel berikut 
ini : 
 
 
 
30 
 
 
Tabel 4.1 
KONDISI JARINGAN JALAN DI KOTA PARE-PARE  
 
No. STATUS JALAN 
KONDISI JALAN JUMLAH 
NASIONAL PROPINSI KABUPATEN Km 
I 
 Jenis Permukaan         
 a.  Aspal 37,40 - 99,90 137,30 
 b.  Kerikil - - 12,55 12,55 
 c.  Tanah - - 23,70 23,70 
 d.  Tidak Dirinci - - 112,00 112,00 
II 
 Kondisi Jalan         
 a.  Baik 37,40 - 84,20 121,60 
 b.  Sedang - - 27,00 27,00 
 c.  Rusak - - 136,95 136,95 
III 
 Kelas Jalan 37,40 - - 37,40 
 a.  Kelas I - - - - 
 b. Kelas II - - 56,48 56,48 
 c.  Kelas III - - 41,12 41,12 
 d. Kelas IV - - - - 
 e.  Kelas V - - 38,55 38,55 
 f. Tidak Dirinci - - 112,00 112,00 
Sumber : Dinas PU dan Praswil Kota Pare-Pare 
 
Panjang jalan dalam kota ini adalah 285,15 km sehingga ratio jalan adalah 
2,87 terhadap luas kota. Ada 3 terminal di kota Parepare, yaitu Terminal induk di 
Lumpue; Terminal Watang Soreang, dan Terminal Lapadde. Ketiganya melayani 
angkutan regional maupun lokal.  
Sedangkan PSD perumahan dan permukiman di Kota Pare-Pare saat ini yang 
sudah ada berupa : Jalan Setapak, Jalan Lingkungan, dan Saluran air hujan. 
Kondisi PSD Perumahan dan permukiman yang ada masih sangat memadai, tetapi 
masih sangat kurang mengingat masih banyak lokasi kumuh di Kota Parepare 
yang PSD perumahan dan permukimannya sangat kurang.  
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Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan 
mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan 
tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur 
rencana yang telah ditentukan. 
Pemerintah kota Pare-Pare merasa perlu untuk melakukan pemeliharaan jalan 
secara rutin dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang 
menggunakan sistem perkerasan lentur (flexible pavement). Pemeliharaan jalan 
tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan 
bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.  
Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase 
akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya 
kepadatan lapisan pondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. 
 Pemeliharaan saluran tepi di kiri-kanan badan jalan menjadi penting dan air 
harus senantiasa mengalir dengan lancar karena genangan air hujan akan 
melemahkan struktur perkerasan secara menyeluruh. Sedangkan retak rambut 
pada lapisan permukaan suatu perkerasan bila tidak segera ditutup akan semakin 
membesar dan dimasuki air hujan yang berdampak terurainya ikatan antara 
butiran agregat dari bahan pengikatnya, dan menjadi kerusakan yang lebih besar. 
Kondisi ini akan semakin cepat bertambah parah lagi bila beban lalu lintasnya 
padat dan berat. 
Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembinaan Jalan Kota mengemukakan 
beberapa aspek dalam pemeliharaan dan pengembangan jalan kota yaitu :  
1. Pemeliharaan Jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, 
rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan (PP 26 tahun 1985 tentang jalan). 
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2. Pemeliharaan Rutin adalah penanganan yang diberikan hanya terhadap lapis 
permukaan yang sifatnya  untuk meningkatkan kualitas berkendaraan (Riding 
Quality), tanpa meningkatkan kekuatan struktural, dan dilakukan sepanjang 
tahun. 
3. Pemeliharaan Berkala Adalah pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan 
pada waktu waktu tertentu (tidak menerus sepanjang tahun) dan sifatnya 
meningkatkankemampuan struktural. 
4. Peningkatan adalah penanganan jalan guna memperbaiki pelayanan jalan 
yang berupa peningkatan struktural dan atau geometriknya agar mencapai 
tingkat pelayanan yang direncanakan. 
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Tabel 4.2 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA 
 
   
No. 
PRASARANA 
YANG 
DIPELIHARA 
KEGIATAN OPERASI KEGIATAN PEMELIHARAAN 
  
PEMELIHARAAN 
RUTIN     
1 Permukaan 
Perkerasan  1.1. Menjaga tingkat pelayanan a. Penambalan 
(Flexible 
Pavement)         jalan (Level of Service) b. Sealing 
    c. Painting/polaburan 
    d. Pelapisan permukaan secara  
         terbatas (Surface dressing)  
      
2 
Sistim Drainasi 2.1. Melancarkan aliran air  a. Membersihkan saluran tepi  
         permukaan dan mencegah  b. Pembentukan dan perataan bahu jalan 
         terjadinya genangan c. Pembersihan Trotoar 
    d. Pembersihan gorong-gorong 
      
3 
Kelengkapan jalan  3.1. Menuntun Kelancaran  a. Pembersihan dan perbaikan ringan 
(Road Furniture)         lalu-lintas di jalan     pada lampu-lampu tanda-tanda lalu 
        lintas, marka, pagar, lampu pengatur 
        lalu-lintas 
      
4 
Jembatan 4.1. Menjaga tingkat pelayanan  a. Perbaikan dan pengecetan unsur logam 
         Jembatan dalam arti aman  b. Perbaikan ringan pada dick & sandaran 
         dan lancar bagi lalu-lintas c. Memberihkan tumbuh-tumbuhan dari 
        pangkal Jembatan, pilar dsb 
      
5 
Lain-lain 5.1. Menjaga keleluasaan jarak  a. Pemotongan rerumputan dan semak- 
         pandang lalu-lintas      semak pada sisi jalan. 
    b. Pemotongan pohon-pohon yang  
        mengganggu lalu-lintas.  
    c. Penurapan 
Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota - Direktorat Jenderal Bina Marga & Direktorat 
Pembinaan Jalan Kota  
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Tabel 4.3 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA 
 
   
  No PRASARANA YANG DIPELIHARA KEGIATAN OPERASI KEGIATAN PEMELIHARAAN 
   1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Perkerasan jalan      
1.1. Hotmix, HRS, Sand Sheet, Aspal Beton   a. Penambalan 
1.2. Penetrasi   b. Sealing 
1.3. Laburan Aspal (Surface Dressing) Pemeliharaan Rutin dan Berkala c. Surface Dressing 
1.4. Butas   d. Overlay  
1.5. Beton semen      
1.6. Blok Terkunci     
1.7. Tanah Stabilisasi a. Mencegah genangan air 
1.8. Kerikil   b. Pemadatan 
    c. Pembentukan / grading 
   2 Bahu Jalan   Grading, Compactig 
   3 Kereb Pemeliharaan Rutin dan Berkala Perbaikan ringan, penggantian 
   4 Median   Perbaikan ringan, penggantian 
   5 Trotoar (side walks)   Perbaikan ringan, penggantian 
   6 Jembatan   Pengecetan dan Perbaikan 
   7 Oprit Jembatan (approach Road)   Pengecetan dan Perbaikan 
   8 Jembatan Penyebrangan   Lining & unlined  
   9 Drainasi Jalan   Penurapan, Perbaikan 
  10 Tembok Penahan Tanah (Retaining Wall)  Pemeliharaan Rutin dan Berkala Grading, penurapan, perbaikan 
  11 Talud Samping (Side Slopes)      
Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota - Direktorat Jenderal Bina Marga & Direktorat Pembinaan Jalan Kota   
 
Program Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk membiayai kegiatan 
operasi dan pemeliharaan jalan kabupaten/ kotamadya dan kegiatan-kegiatan lain yang 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II. 
Program Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya digunakan untuk 
meningkatkan prasarana jalan dalam rangka memenuhi ke-butuhan prasarana 
perhubungan yang makin meningkat. Sehubungan dengan adanya tambahan 
anggaran dari Pusat dalam penganggaran APBN Perubahan anggaran dari tahun  
ketahun maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Pare-Pare telah membuat Rencana 
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Kegiatan dan Anggaran, yang diperuntukkan terhadap Pemeliharaan Jalan 
(Hotmix). 
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diselenggarakan oleh  
Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang  serta  Pengawasan Bangunan  
dengan alokasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran selama 5 tahun 
terakhir terlihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.4 
Anggaran Pemeliharaan Jalan dan Rutin Kota Pare-Pare 2008 – 2012 
 
Tahun 
Anggaran Pokok 
Pemeliharaan 
Jalan  
Pemeliharaan 
Rutin 
PJ + PR 
2008 9.772.378.000 600.000.000 10.372.378.000 
2009 12.963.456.000 500.000.000 13.463.456.000 
Lanjutan 2008 57.000.000 2.500.000 59.500.000 
2010 2.405.520.000 550.000.000 2.955.520.000 
Lanjutan 2009 1.347.336.141 12.211.096.800 13.558.432.941 
2011 6.128.211.000 406.000.000 6.534.211.000 
Tambahan 2011 1.370.744.256 545.700.000 1.916.444.256 
2012 7.924.930.000 - 7.924.930.000 
Sumber : Rekapitulasi Laporan Kegiatan Pembangunan Kota Pare-Pare  
 
Dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah kota khususnya pada 
program pemeliharaan jalan dan pemeliharaan rutin dalam tabel 4.4 diatas maka 
pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan program tersebut. Berikut 
realisasi fisik, realisasi keuangan serta sisa anggaran pemeliharaan jalan dan 
pemeliharaan rutin jalan di kota Pare-Pare 5 tahun terakhir.  
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Tabel 4.5 
Realisasi Fisik, Keuangan dan Sisa Anggaran Pemeliharaan Jalan (PJ)  
dan Pemeliharaan Rutin (PR) 2008 - 2012 
  
Tahun 
Realisasi Pekerjaan  Sisa Anggaran 
Dalam Rp % Fisik Realisasi Keuangan 
PJ PR PJ PR % PJ % PR PJ PR 
2008 48,25 33 4.715.405.290 200.000.000 93,25 50 5.056.972.710 400.000.000 
2009 91,4 71 5.533.315.420 353.698.974 57,00 71,00 7.430.140.580 146.301.026 
Lanjutan 
2008 
100 100 19.800.000 2.500.000 35,00 100,00 37.200.000 - 
2010 100 100 99.700.000 305.010.000 4,14 55,45 2.305.820.000 244.990.000 
Lanjutan 
2009 
100 100 1.246.658.616 1.642.818.200 92,52 1,34 100.677.525 10.568.278.600 
2011 96,43 85 4.554.954.227 139.664.000 81,59 34,40 1.027.556.773 266.336.000 
Tambahan 
2011 
100 100 490.463.150 276.284.597 89,88 20,16 55.236.850 1.094.459.659 
2012 81   - 851.277.875 -   -  7.073.652.125   
 Sumber : Rekapitulasi Laporan Kegiatan Pembangunan Kota Pare-Pare  
 
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diselenggarakan oleh  
Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang  serta  Pengawasan Bangunan  
dengan alokasi anggaran belanja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan 
maka pemerintah melaksanakannya dalam  program dengan masing-masing 
kegiatannya, berupa : 
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,  dilaksanakan dalam berbagai 
kegiatan pembangunan jalan maupun jembatan. 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dilaksanakan untuk 
mengantisipasi terjadinya banjir ataupun genangan air. 
c. Program  Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,  dengan realisasi 
pembangunan turap/talud/bronjong. 
d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, serta 
penyediaan bak-bak  penampungan/reservoir bagi masyarakat pada titik 
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rawan suplay air minum di waktu musim kemarau melalui kegiatan 
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum. 
e. Program Pemeliharaan Jalan Umum,  melalui titik lampu,  meterisasi lampu 
penerangan jalan, pengadaan, pemasangan dan rekondisi lampu jalan umum, 
pengadaan dan pemasangan lampu hias,  rehabilitasi  jaringan bawah tanah, 
penambahan daya PJU,  pengadaan lampu  jalan. 
Berikut program pemeliharaan jalan pemerintah kota Pare-Pare menggunakan 
anggaran pemerintah melalui Dinas Pekerjaan umum 5 tahun terakhir : 
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Tabel 4.6 
No. 
REHABILITASI JALAN DI KOTA PARE-PARE 2008 – 2012 
TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010 
1 
Paket I 
Jl. Agussalim 
Paket I 
Jl. Pengayoman 
Paket I 
Jl. Andi Makkasau 
2 Jl. Akses Sudirman Jl. Pesantren Hidayatullah Jl. Siliwangi 
3 Jl. Lrg Lasinrang Jl. Beringin Komp. Mantasyah Jl. Nurussamawati 
4 
Paket II 
Jl. Akses Pelanduk 
Jl. Akses Wt. Bacukiki - Bau 
Massepe Swakelola 
5 Jl. Veteran Jl. Abdul Jalil    
6 Jl. Karaeng Borane Jl. Chalik dsk TAHUN 2011 
7 Jl. Lasinrang Kampis Jl. Akses Pemuda 
Paket I 
Jl. Tassiso - Larinyarangnge 
8 
Jl. BTN Pondok Indah Soreang Jl. Abdul Jabbar 
Jl. Larinyarangnge (belakang 
Polwil) 
9 Jl. Lahalede Jl. Cumi-Cumi dan Jambu Jl. Akses Pesantren DDI Al Badar 
10 Jl. Akses Bau Massepe Jl. Guru M. Amin Jl. Wt. Bacukiki - Mangimpuru 
11 Paket III Pemb. Jembatan Jl. Lasinrang Jl. Padat Karya 
Paket II 
Pelataran Komp. Terminal Induk 
12 
Paket IV 
Jl. Sulawesi Jl. Latsidarta dsk Jl. Sosial dan Sekitarnya 
13 Jl. Mangimpuru Jl. H. P. Cara dsk Jl. Muhammadiyah & Sekitarnya 
14 
Jl. Tinumbu 
Jl. Akses Padat Karya - Jend. 
Sudirman Jl. A. Sinta dan Sekitarnya 
15 Jl. Titang 
Paket II 
Jl. Akses Pelabuhan Jl. Laupe & Sekitarnya 
16 Jl. Baronang Jl. Abubakar Jl. Darwis & Sekitarnya 
17 Jl. Katamba Jl. Abd. Rasyid dsk Jl. Masuk RSU Type C 
18 Jl. Layang Jl. Baharuddin Paket III Jl. Jalu II & Sekitarnya 
19 Jl. Balanak Jl. Pelita dsk    
3
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20 Jl. Pepaya Jl. K. H. Sanusi Maggu TAHUN 2012 
21 
Jl. Nenas 
Jl. Akses Jend. Ahmad Yani Komp. 
UMPAR 
Paket I 
Jln. Lahede 
22 Jl. Rambutan Jl. Akses Laupe Bukit Indah Jl. Mattirotasi - Jl. Abdul Kadir 
23 Jl. Langsat Jl. Akses Laupe Sabariah Jl. Islamic - Jln Agussalim 
24 Jl. Durian Jl. Terminal Soreang 
Paket II 
Jl. Pendidikan - Jl. M. Arsyad 
25 
Paket V 
Jl. Mawar Paket III Jl. Jendral Sudirman Jl. Kalimantan 
26 Jl. Desa Kec. Bacukiki Paket IV Jl. Alses Pelabuhan Lontangnge Jl. Sulawesi 
27 Paket VI Jl. Mattirotasi 
Paket V 
Jl. Pertanian Jl. Zasilia 
28 Paket VII Jl. Akses Jompie Jl. Akses Peternakan - Lappa Anging 
Paket III 
Jl. Komp. BTN Sorean Permai 
29 Paket VIII Pemb. Jembatan Akses Bilalangge Jl. Lapesona Jl. Bukit Indah dsk 
30 
Sisa Tender 
Pembuatan Marka Jalan dan Over lay  Jl. Lappa Anging Jl. A. Mallarangeng 
31 
Jl. Mattirotasi Jl. Desa Lompoe dsk 
Paket V 
Pemb. Jl. Akses Industri Kecil 
Ahmad Yani 
Sumber : Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan , Dinas PU Pare-Pare 
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4.2 RASIO EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN 
PEMELIHARAAN JALAN KOTA PARE-PARE 
Berdasarkan pengumpulan data menyangkut pemeliharaan jalan dan 
pemeliharaan rutin maka rasio efisiensi anggaran pemeliharan jalan pemerintah 
Kota Pare-Pare sebagai berikut :  
                         
                        
                               
               
 
RE 2008  = 
4.915.405.290 
x  100% =    47,39 Efisien 
10.372.378.000 
  
     
RE 2009  = 
5.909.314.394 
x  100% =    43,70 Efisien 
13.522.956.000 
  
     
RE 2010  = 
3.294.186.816 
x  100% =    19,95 Sangat Efisien 
16.513.952.941 
  
     
RE 2011  = 
4.694.618.227 
x  100% =    55,55 Efisien 
8.450.655.256 
  
     
RE 2012 = 
851.277.875 
x  100% =    10,74 Sangat Efisien 
7.924.930.000 
Ket. : 0 – 30 %          Kategori Sangat Efisien 
          31 – 60 %        Kategori Efisien 
          61 – 100 %      Kategori Kurang Efisien 
          > 100%            Kategori Tidak Efisien 
 
Dari tabel perhitungan efisiensi diatas, menunjukan bahwa pada tahun 2008, 
2009 dan 2011 penggunaan dana pemeliharaan jalan di kota Pare-Pare 
menunjukan efisiensi anggaran oleh dinas pekerjaan umum kota Pare-Pare yaitu 
pada tahun 2008 sebesar 47,39 persen, tahun 2009 sebesar 43,70 persen dan pada 
tahun 2011 sebesar 55,55 persen yang berada pada level 31 – 60 persen yang 
menurut Both dalam Soamole (2007) merupakan kategori efisien. Sedangkan pada 
tahun 2010 dan 2011, penggunaan dana pemeliharaan jalan masuk pada kategori 
sangat efisien yaitu pada tingkat 0 – 30 persen. 
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4.3 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PEMELIHARAAN 
JALAN KOTA PARE-PARE 
Berdasarkan pengumpulan data menyangkut pemeliharaan jalan dan 
pemeliharaan rutin maka efektivitas anggaran pemeliharan jalan pemerintah Kota 
Pare-Pare sebagai berikut :  
 
                      
             
             
          
 
Efektivitas 2008  = 
41 
= 0,41 Tidak Tercapai Efektivitas 
100 
  
    
  
Efektivitas 2009  = 
91 
= 0,91 Tidak Tercapai Efektivitas 
100 
  
    
  
Efektivitas 2010  = 
100 
= 1,00 Efektivitas Tercapai 
100 
  
    
  
Efektivitas 2011  = 
95 
= 0,95 Tidak Tercapai Efektivitas 
100 
  
    
  
Efektivitas 2012 = 
81 
= 0,81 Tidak Tercapai Efektivitas 
100 
Ket. : Jika efektivitas > / = 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas 
          Jika efektivitas < 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai 
 
Pada tabel di atas menunjukan efektivitas penggunaan dana pemeliharaan 
jalan kota Pare-Pare kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari hasil perhitungan diatas, 
tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012 secara statistik memperlihatkan bahwa 
penggunaan dana pemeliharaan jalan pada kota Pare-Pare tidak mencapai 
efektivitas dengan hasil statistik pada tahun-tahun tersebut berada dibawah 1 yaitu 
pada tahun 2008 sebesar 0,41 (< 1), tahun 2009 sebesar 0,91 (< 1), tahun 2011 
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sebesar 0,95 (< 1 ) dan pada tahun 2012 sebesar 0,81 (< 1). Sedangkan dalam 5 
tahun terakhir, efektivitas hanya tercapai pada tahun 2010 yaitu dengan nilai 1 ( = 
1). 
 
4.4 NILAI HASIL PENGGUNAAN ANGGARAN PEMELIHARAAN 
JALAN KOTA PARE-PARE 
 
                                                             
Nilai Hasil 2008    = 40,62 x 4.915.405.290 = 1.996.883.399,06 
  
     
Nilai Hasil 2009    = 90,6 x 5.909.314.394 = 5.353.838.840,96 
  
     
Nilai Hasil 2010    = 100 x 3.294.186.816 = 3.294.186.816,00 
  
     
Nilai Hasil 2011    = 95,36 x 5.461.365.974 = 5.207.958.592,81 
  
     
Nilai Hasil 2012   = 81 x 851.277.875 = 689.535.078,75 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Dari pembahasan diatas mengenai efisiensi dan efektivitas serta uji secara 
statistik akan penggunaan dana pemeliharaan jalan di kota Pare-Pare, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Besarnya anggaran sangat mendukung pemeliharaan jalan di kota Pare-Pare, 
terlihat dari besarnya alokasi dana alokasi umum dan khusus dari pemerintah 
pusat terus bertambah dari tahun ke tahun dalam periode 2008-2012.  
2. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada periode 2008-2012 secara 
statistik penggunaan dana pemeliharaan jalan di kota Pare-Pare setiap 
tahunnya efisien sehingga hipotesis yang menyatakan terjadi efisiensi pada 
penggunaan dana pemeliharaan jalan di kota Pare-Pare kurun waktu 2008-
2012 diterima. 
3. Pada tahun 2008-2012 secara statistik penggunaan dana pemeliharaan jalan 
tidak efektif meskipun penggunaan dananya sudah efisien. Ini menunjukan 
bahwa target yang dicapai oleh pemerintah melalui dinas pekerjaan umum 
bersama dengan pemenang tender belum maksimal dari segi hasil di 
lapangan. Maka, hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat efektivitas 
pada pada penggunaan dana pemeliharaan jalan di kota Pare-Pare tahun 2008-
2012 diterima. 
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5.2 SARAN 
Dari pembahasan diatas efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan dana 
pemeliharaan jalan harusnya berjalan bersama. Dengan kata lain, seiring dengan 
bertambahnya dana dari pemerintah sepanjang tahun khususnya pada alokasi 
anggaran pemeliharan jalan, bukan hanyta efisiensi saja yang harus dilakukan 
oleh pemerintah tetapi efektivitas hasil juga penting. 
Hal ini karena hasil merupakan target yang ingin cicapai oleh pemerintah dan 
juga hasilnya inilah yang akan disarsakan oleh masyarakat langsung. Maka perlu 
juga dilakukannya pengawasan oleh dianas terkait dalam mengawasi kinerja 
dilapangan oleh pemenang kontrak pemeliharaan jalan. 
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